




A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai implementasi 
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Kepariwisataan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 apabila 
dilihat dari pola komunikasi dari aktor implementasi kebijakan sudah 
berjalan dengan baik walaupun terkadang ada kendala, namun semua bisa 
diatasi. Dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki peran sebagai dinas 
teknis yang mengontrol pelaksanaan Perda itu sendiri. Di dalamnya 
terdapat aktor-aktor yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Kementerian 
Lingkungan Hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), 
pelaku/pengusaha di bidang wisata, dan masyarakat Kota Batu. Dari 
kesemua aktor memiliki peran aktif dan kolaborasi yang cukup baik. Dinas 
Perhubungan berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata terkait bagaimana 
memberikan kelancaran dan rasa nyaman bagi wisatawan untuk 
mengakses tempat wisata. Kemudian Dinas Sosial beserta Dinas 
Pariwisata menjadi fasilitator  atau penyambung lidah bagi masyarakat 
dengan pengusaha wisata guna adanya titik temu yang saling 
menguntungkan antara kedua belah pihak. KLHS berkoordinasi juga 
dengan Dinas Pariwisata terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari 
aktifitas kepariwisataan itu sendiri. Sehingga dari koordinasi kesemuanya 
terdapat titik temu antara pemangku kepentingan dan masyarakat yang 
tentunya memberikan dampak positif berupa kesejahteraan bagi 
masyarakat Kota Batu. 
2. Sumber daya dalam Implementasi Peraturan Daerah ini ada beberapa 
macam, diantaranya: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, 





Dinas Pariwisata selaku dinas teknis sudah memiliki kualitas dan kuantitas 
yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kebijakan yang dibuat dapat 
berjalan secara efektif. Sumber daya anggaran yang berasal dari APBD 
Kota Batu juga mendukung implementasi Peraturan Daerah yang 
pengalokasiannya cukup jelas pula yaitu untuk menunjang peralatan dan 
perlengkapan komunikasi yang berkaitan dengan sosialiasi dan kelancaran 
implementasi Peraturan Daerah itu sendiri. 
3. Disposisi dari aktor-aktor Implementasi Perda menunjukkan disposisi yang 
positif. Terbukti dengan adanya koordinasi dan kesinambungan yang baik 
antar dinas guna tercapainya dari Perauran Daerah ini. Semua aktor 
memiliki peran aktif dalam merespon keluhan dari berbagai pihak 
terutama bagaimana mengakomodir kepentingan maupun usulan 
masyarakat yang terdampak aktifitas kepariwisataan, juga memberikan 
pelayanan yang baik bagi para pegiat wisata yang ingin membuka tempat 
wisata baru melalui diskusi dan evaluasi berkala. 
4. Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah disini cukup 
jelas. Sudah adanya tim khusus yang bertindak sebagai tim teknis guna 
mengkoordinasikan pelaksanaan menjadikan Peraturan Daerah tersebut 
mudah untuk dijalankan. 
5. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batu setelah adanya Peraturan 
Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 menunjukkan perkembangan 
yang cukup bagus. Tujuan dari Peraturan Daerah yang dibuat sangat 
efektif yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti 
dengan adanya peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan, 
diantaranya: menjadi pekerja di tempat wisata, berjualan kerajinan/oleh-
oleh, menjadi pegiat desa wisata, penyedia jasa penginapan (homestay), 
dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan wisata. Masyarakat 
mendapatkan lapangan pekerjaan dari geliat pariwisata di Kota Batu yang 
berdampak positif yaitu memperoleh penghasilan sehingga mereka dapat 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta meningkatkan taraf 





6. Faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan dalam 
meningkatkan Kesejahteraan yang pertama adalah kondisi alam. Kontur 
alam pegunungan yang indah serta hawa yang sejuk menjadikan Kota Batu 
sebagai destinasi pilihan  yang memberikan kesan tersendiri bagi 
wisatawan. Di Kota Batu masih memiliki lahan hijau yang masih terjaga 
keberadaannya, selain itu tersedia beragam tempat pariwisata buatan dan 
juga fasilitas pendukung layaknya hotel, restoran dan sarana transportasi. 
Selain faktor alam, faktor pendukung berikutnya adalah partisipasi 
masyarakat yang cukup tinggi. Dibuktikan dengan sambutan baik bagi 
wisatawan yang datang dan juga munculnya desa-desa  yang menjadikan 
wilayahnya sebagai desa wisata sebagai penggerak roda perekonomian. 
7. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah ini sendiri sebenarnya 
hampir tidak ada. Hanya ada satu saja yang menjadikan kendala dalam 
pelaksanaannya yaitu kemampuan sumber daya manusia (masyarakat Kota 
Batu). Dikatakan sebagai faktor penghambat karena sebagian besar 
masyarakat Kota Batu dahulu berprofesi sebagai petani yang kemudian 
lahan pertaniannya beralih fungsi menjadi tempat wisata, belum siap dari 
segi latar belakang pendidikan dan keahlian. Sebagian besar dari mereka 
memiliki latar belakang pendidikan yang rendah sehingga jika hanya 
mengandalkan bekerja di tempat wisata seperti Jatim Park dan sejenisnya 
sebagai profesional dirasa sangat tidak mungkin. Karena kualitas di posisi-
posisi tertentu memiliki standard kualifikasi yang cukup tinggi. Sehingga 
masyarakat Kota Batu yang bekerja di tempat wisata hanya bisa mengisi 
posisi-posisi tertentu dengan gaji setara dengan posisinya tersebut. 
B. Saran 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, terdapat 
beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu: 
1. Guna lancarnya implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam 





aktor yang terlibat dalam tim teknis diberikan pengarahan serta Standard 
Operational Procedure (SOP) yang benar-benar matang mengenai tupoksi 
masing-masing pemegang peran agar kinerja dari masing-masing aktor 
dapat efektif dan efisien juga sesuai dengan SOP. 
2. Pembentukan tim teknis sebaiknya tidak hanya melibatkan satu dinas saja 
(dalam hal ini Dinas Pariwisata), melainkan di dalam tim teknis diambil 
perwakilan dari tiap-tiap dinas terkait guna koordinasi serta komunikasi 
bisa menjadi lebih mudah. Sehingga dalam menghadapi kendala dalam 
implementasi Peraturan Daerah  ini, tim teknis dapat bergerak cepat. 
3. Perlu adanya pendampingan serta sosialiasi yang lebih lagi kepada 
masyarakat Kota Batu terkait apa itu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 
Tahun 2013 agar mereka benar-benar memahami apa isi dari Peraturan 
Daerah tersebut. Selain itu pendampingan kepada masyarakat bertujuan 
untuk memberikan peningkatan kemampuan dan keahlian dalam 
menghadapi pesatnya kepariwisataan di Kota Batu. Kelak masyarakat 
Kota Batu dapat mengisi posisi-posisi strategis sektor pariwisata 
khususnya di wisata buatan layaknya Jatim Park dan sebagainya. Sehingga 
geliat pariwisata Kota Batu dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan 
masyarakat Kota Batu. 
4. Perlu adanya solusi yang tepat dalam rekayasa lalu lintas Kota Batu 
terutama ssaat musim liburan. Ada baiknya dibuka jalur-jalur alternatif 
baru atau transportasi masal yang memadai jadi tidak ada kemacetan 
terutama saat musim libur tiba. Sehingga masyarakat Kota Batu merasa 
nyaman meskipun kegiatan pariwisata sangat ramai. 
5. Perlu adanya pembatasan jumlah untuk wisata malam layaknya karaoke 
dan sejenisnya, dikarenakan hal tersebut menimbulkan dampak negatif 
berupa meningkatnya angka perceraian yang terus meningkat tiap 
tahunnya. Sehingga kesejahteraan dari indikator kerohanian dapat 
terpenuhi. 
